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BUPATI MALUKU TENGAH 
PROVINSI MALUKU 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH 

NOMOR 'l TAHUN 2021 

TEN TANG 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 
RINCIAN ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATE 

KABUPATEN MALUKU TENGAH 
TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI MALUKU TENGAH, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 433 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
maka Bupati menetapkan Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri 
Administratif; 

Menimbang 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian 
dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri dan 
Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah 
Tahun Anggaran 2022; 

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah 
Swatantra Tigkat I Maluku (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 11 1 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2645 ), 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuagan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4286) 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 
Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahu n 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
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6. Peraturan Pemcrintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentun Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
I2., Tambahun Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) scbagaimana telah diubah 
denan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahu1 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 
2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 6); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 
Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Norn or 89); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 
Tahun 2018 ten tang Pengelolaan Keuangan 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 61 1); 

11. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 
2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Negeri dan clan 
Negeri Administratif (Berita Daerah Kabupaten Maluku 
Tengah Tahun 2019 Nomor 429); 

12. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 05 Tahun 
2019 ten tang Besa.ran Penghasilan Tetap Kepala 
Pemerintah Negeri clan Negeri Administratif clan 
Perangkat Negeri clan Negeri Administratif (Berita 
Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 
Nomor 424); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 214); 

14. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita 
Maluku Tengah Tahun 2021 Nomor 567); 

ten tang 
Belanja 
Daerah 

Menetapkan 

ME MUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG TATA CARA 
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA NEGERI 
DAN NEGERI ADMINISTRATIF KABUPATEN MALUKU TENGAH a 
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BAB I 
KETEN TUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 
I. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah. 
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 

Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah. 
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

6. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat 
yang bersifat geneologis territorial yang memiliki 
batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
hak asal usu! clan adat istiadat setempat berada di 
Kabupaten Maluku Tengah yang diakui clan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat 
hukum di Luar Negeri geneologis yang memiliki 
wewenang melaksanakan urusan Pemerintahan 
Negeri Administratif sebagaimana di atur dalam 
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. 

8. Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri clan 
Saniri Negeri dalam mengatur clan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
hak asal usu! dan adat istiadat setempat dan 
diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Pemerintahan Negeri Administratif adaJah 
penyelenggara urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Negeri dan Sadan Permusyawaratan 
Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat sesuai ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku, diakui dan 
dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

10. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri 
dan Perangkat Pemerintah Negeri sebagai unsur 
penyelenggaraan Pemerintahan Negeri. 

11. Pemenntah Negeri Administratif adalah Kepala 
Pemerintah Negeri Administratif dan Perangkat 
Pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur 
penyelenggaraan Pemerintahan Negeri. 

12. Kepala Pemerintah Negeri adalah Pejabat Pemerintah 
Negeri yang mempunyai wewenang, tugas dan 
kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga 
Negerinya dan melaksanakan tugas dari 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

13. Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah 
Pejabat Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif 
yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban 
untuk menyelenggarakan rumah tangga Negerinya 
dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah. AI 
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14.Saniri Neeri adalah Lembaga/Badan yang 
merupukan perwujudan demokrasi dalam 
penyclenggaraan Pemcrintahan Negeri dan sebagai 
unsur penyelengara pcmerintahan ncgeri, berfungsi 
scbagui badnn legislatif yang bersama-sama kepala 
pemerintnh negeri membentuk Peraturan Negeri, 
mengawasi pelaksanaan tugas dari kepala 
pemerintah Negeri serta merupakan badan yang 
mendampingi Kepala Pemerintah Negeri dalam 
memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang 
dimilikinya. 

15. Badan Permusyawaratan Negeri adalah lembaga yang 
merupakan perwujudan demokrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan yang clibentuk 
ditingkat pemerintahan Negeri administratif dan 
merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan 
Negeri Aclministratif. 

16. Perangkat Negeri adalah unsur Pembantu Kepala 
Pemerintah Negeri dalam penyusunan kebijakan 
dan koordinasi yang diwaclahi dalam Sekretariat 
Negeri, dan unsur pendukung tugas Kepala 
Pemerintah Negeri dalam pelaksanaan kebijakan 
yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan 
unsur kewilayahan. 

17. Perangkat Negeri Administratif adalah unsur 
Pembantu Kepala Pemerintah Negeri Administratif 
dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang 
diwaclahi dalam Sekretariat Negeri Administratif, 
dan unsur pendukung tugas Kepala Pemerintah 
Negeri Administratif dalam pelaksanaan kebijakan 
yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan 
unsur kewilayahan. 

18. Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif 
selan_jutnya disingkat ADN adalah Dana 
Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten/ Kota setelah dikurangi Dana Alokasi 
Khusus. 

19. Pengelolaan Alokasi Dana Negeri clan Negeri 
Administratif adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, penganggaran, 
penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungiawaban Alokasi Dana Negeri dan Negeri 
Administratif. 

20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Negeri dan 
Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat SiLPA 
adalah Selisih Lebih Realisasi Penerimaan clan 
Pengeluaran Anggaran Dana Negeri dan Negeri 
Administratif selama satu periode Anggaran. 

21. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang 
diterima setiap Dulan oleh Kepala Pemerintah Negeri 
dan Negeri Administratif dan Perangkat Negeri dan 
Negeri Administratif yang ditetapkan setiap Tahun 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan 
Negeri Administratif (APBNegeri). 

22. Jumlah Negeri dan Negeri Administratif adalah 
jumlah Negeri dan Negeri Administrati.f yang ditetapkan 
oleh Menteri Dalam Negeri. 

23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri 
dan Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat 
RPJMN adalah Rencana kegiatan Pembangunan 
Negeri dan Negeri Administratif untuk jangka waktu 
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24. Rencana Kerja Pemerintah Negeri dan Negeri 
Administratif yang selanjutnya di sebut RKPN adalah 
penjabaran dari RPJM Negeri dan Negeri Administratif 
untuk jangka waktu I (satu) tahun. 

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Negeri 
Administratif, yang selanjutnya disingkat APB Negeri, 
adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan 
Negeri dan Negeri Administratif. 

26. Rekening as Umum Daerah, yang selanjutnya 
disingkat RKUD, adalah rekening tempat 
penympanan uang daerah yang ditentukan oleh 
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada bank yang ditetapkan. 

27. Rekening las Negeri dan Negeri Administratif, yang 
selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat 
menyimpan uang pemerintahan Negeri dan Negeri 
Administratif yang menampung seluruh penerimaan 
Negeri dan Negeri Administratif dan digunakan 
untuk membayar seluruh pengeluaran Negeri dan 
Negeri Administratif pada Bank yang ditetapkan 

BAB II 
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN 

ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF 
Pasal 2 

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan Alokasi Dana 
Neger dan Negeri Admistratif dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2022 sebesar Rp. 89.524.034.900,- (delapan puluh 
sembilan milyar hima ratus dua puluh empat 
juta tiga ratus empat ribu Sembilan ratus rupiah) 

(2) Alokasi Dana Negeri dan Negeri Admistratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah 
dana yang diterima Pemerintah Daerah 
Kabupaten Maluku Tengah sebesar 10% (sepuluh 
per seratus) dari dana perimbangan setelah 
dikurangi clana alokasi khusus. 

(3) Pembagian Alokasi Dana Negeri dan Negeri 
Admistratif untuk setiap Negeri dan Negeri 
Aclmmistratif di I<abupaten Maluku Tengah 
sebagaimana dimaksucl pad a ayat (2) 
mempertimbangkan : 
a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Pemerintah 

Negeri dan Negeri Aclministratif, jumlah 
perangkat negeri dan negeri administratif; dan 

b.jumlah pencluduk, angka kemiskinan, luas 
wilayah dan tingkat kesulitan geografis. 

Pasal 3 
(1) Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif 

untuk setiap Negeri dan Negeri Administratif di 
Kabupaten Maluku Tengah, dialokasikan secara 
berkeadilan berdasarkan : 
a. alokasi dasar; dan 
b. alokasi formula 

mempertim ba.ngkan 
kemiskinan, luas 
geografis dan jumlah 
admin�/if 

yang dihitung dengan 
jumlah penduduk, angka 
wilayah, tingkat kesulitan 
perangkat negeri clan negeri 
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(2) Alokasi Dasar yang dihitung berdasarkan persentase 
dart nggaran lokasi Dana Negeri dan Neg@ri 
Admistratif yang dibagi secara merata kepada setap 
Negeri dan Negeri Administratif, Rumusan lokasi 
Dana Negeri dan Negeri Administratif untuk setiap 
Negeri dan Negeri Administratif dipergunalan untuk 
menghitung rincian besaran Alokasi Dana Neger 
dan Negeri Administratif untuk setiap Negeri dan 
Negeri Administratf 

(3) Rumus yang cdipergunakan mempertimbangkan 
a. Asas merata, yakmi besarnya bagian lokasi Dana 

Negeri dan Negeri Administratif yang sama untuk 
setap Negeri dan Negeri Administratif yang 
selanjutnya disebut Alokasi Dasar (AD), dam 

b. Asas proporsional, yakni besarnya bagian Alokasi 
Dana Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan 
nilai bobot Negeri dan Negeri Administratif yang 
dihitung dengan rumus formula yang selanjutnva 
disebut Alokasi Formula (AF). 

(4) Besaran persentase perbandingan antara asas 
merata, asas proporsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) yaitu besarnya AD adalah 80% (delapan 
puluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Negeri dan 
Negeri Administratif, besarannya AF adalah 20% (dua 
puluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Negeri dan 
Negeri Administratif. 

(5) Rumusan penetapan pembagian Alokasi Dana Negeri 
dan Negeri Administratif untuk masing-masing 
Negeri dan Negeri Administratif sebagai berikut : 

ADN AD + AF 

Keterangan : 
ADN Alokast Dana Negeri dan Negeri 

Administratif yang diterima masing-masing 
Negeri clan Negeri Administratif. 

AD Alokasi Dana Negeri dan Negeri 
Administratif merata setiap Dana Negeri 
dan Negeri Administratif. 

AF = Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif 
formula/proforsional setiap Negeri dan 
Negeri Administratif 

Pasal4 
Alokasi Dasar setiap Negeri dan Negeri Administratif 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (I) huruf a, 
dihitung dengan cara membagi 80% (delapan puluh 
persen) dari Alokasi Dana Negeri dan Negeri 
Administratif dengan jumlah Negeri dan 
Administratif di Kabupaten Maluku Tengah. 

4 
Neger 
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PasaJ 5 
(l) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 ayat (I) huruf b dihitung dengan cara membai 
20% (ua puluh persen) dari Alokasi Dana Negeri dam 
Negeri Administratif dengan jumlah Negeri dan 
Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah. 

(2) Pembagian Alokasi formula berdasarkan data 
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, 
tingkat kesuhitan geografis dan jumlah perangkat 
setiap Negeri dan Negeri Administratif dengan 
menggunakan bobot sebagai berikut 
a. 20 % (dua puluh persen) untuk jumlah 

penduduk; 
b. 25 % (dua puluh hima persen) untuk angka 

kemiskinan; 
c. 20 % (dua puluh persen) untuk luas wilayah; 
d. 20 % (dua puluh persen) untuk tingkat 

kesu Ii tan geografis; 
e. 10 % (sepuluh persen) untuk jumlah perangkat 

negeri; dan 
f. 5% (lima persen) untuk jumlah Saniri Negeri/BPN. 

(3) Penghitungan aJokasi formula Rincian Alokasi Dana 
Negeri dan Negeri Administratif untuk setiap Negeri 
dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan 
formula sebagai berikut : 

AF = (0,20 ·Z1) + (0,25 Z2) + (0,20 Z3) + (0,2074) + 
(0,15 'Z5) Pagu Alokasi Formula. 

Keterangan 
AF = Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif 

Formula/ Proporsional yang dihitung 
berdasarkan jumlah penduduk, angka 
kemiskinan, luas wilayah dan tingkat 
kesulitan geografis dan Jumlah Perangkat 
Negeri dan Negeri Administratif 

Z1 Rasio Jumlah Penduduk setiap Negeri dan 
Negeri Administratif terhadap total penduduk 
Negeri dan Negeri Administratif di 
Kabupaten Maluku Tengah. 

Z2 Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Negeri 
dan Negeri Administratif terhadap total 
penduduk miskin Negeri dan Negeri 
Administratif di Kabupaten Maluku Tengah 

Z3 = Rasio Luas Wilayah setiap Negeri dan Negeri 
Administratif terhadap luas wilayah Negeri 
dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku 
Tengah. 

Z4 Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap 
Negeri dan Negeri Administratif terhadap 
total IKG Negeri di Kabupaten Maluku 
Tengah. 

Z5 Rasio Jumlah Perangkat Negeri setiap Negeri 
dan Negeri Administratif terhadap total 
Jumlah Perangkat Negeri se-Kabupaten 
Maluku Tengah. 

# 
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Pasal 6 
(1)Data Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas 

Wilayah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 
bersumber dari l<ementerian yang berwenang 
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan 
Pemerintahan di bidang Statistik. 

(2)Indeks Tingkat Kesulitan Geografis setiap Negeri dan 
Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam 
PasaJ 5 mengacu pada Indeks Kesuhitan Geografis 
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

BAB III 
PENETAPAN RINCIAN 

ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF 

Pasal 7 
Penetapan Pembagian dan Rincian Alokasi Dana 
Negeri dan Negeri Administratif untuk setiap Neger 
dan Negeri Administratif di Kabupaten Maluku 
Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati in 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. 

BAB IV 
PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN 

ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF 

Bagian Kesatu 
Persyaratan Penyaluran 

Pasal 8 
Penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri 
Administratif dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah setelah 
Bupati Menerima Dokumen Persyaratan Penyaluran 
Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif dari 
Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Admmistratif 
secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai 
berikut : 
a.Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) 
Tahun Anggaran 2022 yang telah diproses dan 
ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku; 

b. Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri 
Administratif ten tang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) Tahun 
Anggaran 2022 yang telah diproses dan ditetapkan 
sesuai ketentuan yang berlaku; 

c. Peraturan Negeri dan Negeri Administratif mengenai 
kewenangan negeri dan negeri adrninistratif 
berdasarkan hak asal usu! dan kewenangan Iokal 
berskala negeri; 

d. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran 
Alokasi Dana Negeri dan Negeri Adrninistratif Tahun 

2l 
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e. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 
APBNegeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 
sebelumnya; 

f. Laporan Pertanggungjawaban Pembavaran 
Penghasilan Tetap KPN, Perangkat Negeri dan Negeri 
Administratif dun Tunjangan Saniri Negeri/Badan 
Perusvawaratan Negeri dan Negeri Administratil 
tahun sebelumnya; 

Bagan Kedua 
Molanisme Penyaluran 

Negeri Negeri dan 
melalu 

Pasal 9 

Dana 
cdlakukan 

lokasit (1)Penyaluran 
Adm1stratf pros0s 
pemidahbukuan dari Rekeuing Umum Kas Dacrah 
ke Rekening las Negeri sesuai ketentuan yang 
berlaku 

(2)Penyaluran dilakukan setelah Kepala Pemerintah 
Negeri menvampaikan persyaratan penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 

(33)Apabila sampai berakhir Tahun Anggaran berjalan 
Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif tidak 
dapat disalurkan seluruhnya 100% maka sisa 
lokasi Dana Negeri dan Negeri Administratit 
tersebut wajib danggarkan kembahi dan disalurkan 
kembah pada tahun berikutnya. 

BAB V 
TAHAPAN PENYALURAN 

ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF 

Pasal 10 
(1)Penyaluran lokasi Dana Negeri dan Negeri 

Administratif dilakukan secara bertahap yang diatur 
sebagai berikut 
a. Tahap I sebesar 40 % (empat puluh per seratus); 
b. Tahap II sebesar 40 % (empat puluh per seratus), 
c. Tahap Ill sebesar 20 % (dua puluh per seratus). 

(2)Penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri 
Administratif, Tahap dilakukan setelah Kepala 
Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif 
menyampaikan kepada Bupati dokumen 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8. 

Pasal 11 
Penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif 
Tahap II dilakukan setelah Kepala Pemerintah Negeri 
dan Negeri Administratif menyampaikan kepacla 
Bupati : 
a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian 

Keluaran Alokasi Dana Negeri dan Negeri 
Administratif Tahap I menunjukan rata-rata realisasi 
penyerapan paling sedikit sebesar 50% yang telah 
digunakan dari Dana yang telah diterima pada 
Rekening Kas Negeri. I, 
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b. Penynmpmien soft copy baleho transparns Ana 
Pendapntnn dan BHelnnju Neer sorta balcho 
trumspurnnsi pertnnunjewnban ppgunaa 
Dnn pertahupnn Tnhun Anrmn 0 

e Pevapniun Lnporan Pemnbynran lenp)ala 
Tetup KIN, Peranknt Neer «don Nop 

inistntif, dan Funjangan Snnir Neg1i/ad 
levn uvawaratn Neeri «dan Negev Attratil 
Mula «dari Hulan lanuari, Februaui an Apr van 
cibavarkan swtiap Dulan Derjalan Drdasarkn 
daft i hadi epala Pemerintah Neeri da orang} at 
Negev an Neperi ministratl 

Pasal 12 
()Penyaluran \lokasi 

Admmistrat f hap 
Dana Negeri da 

II dlakukan setell 
Neger 

Kepl: 
emeritah Negeri dan Negeri Admmistratl 
menyampkan kepada Bupat Dokumen persyaratan 
sebagai berikut 
l Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian 

Keluaran lokasi Dana Negeri dan Negeri 
Administratif Tahap II paling sedikit sebesar 75% 
(tujuh puluh hima persen) dan telah digunakan 
dari Dana yang telah diterima pada Rekening 
Kas Negeri 

2 Surat Keterangan 
pembayaran PBB-P2 

progress penyelesaian 
dan tunggakan PB3BP2 dari 

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Maluku Tengah; 

3. Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negeri (APB Negeri) Tahun Anggaran 2022; 

4. Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri 
Administratif tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negen) Tahun Anggaran 2022; 

5. Laporan Konvergengsi Stunting Tahun 2021. 
(2)Laporan Pembayaran Penghasilan Tetap KPN, 

Perangkat Negeri dan Negeri Administratif, dan 
Tunjangan Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan 
Negeri dan Negeri Administratif Mulai dari Bulan 
Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September yang 
dibayarkan seriap bulan berjalan berdasarkan 
daftar hadir Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat 
Negeri dan Negeri Administratif 

(3)Perangkat Negeri yang dibayarkan Penghasilan 
Tetapnya adalah Perangkat Negeri dan Negeri 
Administratif yang telah diangkat dengan surat 
keputusan KPN dan Negeri Administratit 
berdasarkan rekomendasi persetujuan 
Pengangkatan Perangkat Negeri dan Negeri 
Adm1n1su·AA+�Pc-ara tcrtulis dari Cc1mc11 se1empc1t. 

Perubahan 
Negcn (APB 
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BAB VI 
PENGGUNAAN 

ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIH 

Pasal 1 3 
Aloknsi Dana Negeri dan Negeri Administratif yang 
ditcrima oleh masing-masing Neeri dan Neer 
Administratif pengunaannya dianggarkan dalam \Pp 
Negeri yang diproses dan ditetapkan sesuai ketentuan 
yang berlaku 

Pasal 14 
(1)Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif 

digunakan untuk: 
a. Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan 

Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif 
serta Perangkat Negeri dan Negeri Administratif, 
operasional Pemerintahan Negeri dan Negeri 
Administratif, tunjangan dan operasional Saniri 
Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri, 
insentif Rukun Tetangga (RT dan Rukun Warga 
(RW), clan 

b. Penggunaan kegiatan lainnya sesuru kewenangan 
Negeri dan Negeri Administratif yang ditetapkan 
berdasarkan Musyawarah Negeri dan Negeri 
Administratif. 

(2)Skema penggunaan alokasi dana negeri untuk 
pembayaran penghasilan tetap KPN clan 
Perangkat, pembayaran tunjangan saniri negeri/ 
diatur sebagai berikut : 

a Pembayaran Penghasilan Tetap clan 
Tunjangan Saniri Negeri/Badan 

Permusyawaratan Negeri dan Negeri 
Administratif dilakukan pada penyaluran 
lokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif 

Tahap I selama 4 (empat) Bulan yaitu Bulan 
Januari, Februari, Maret dan April yang 
dibayarkan setiap bulan berjalan dan 
dibuktikan dengan daftar hadir KPN dam 
Negeri Administratif. 

b Pembayaran Penghasilan Tetap dan 
Tunjangan Saniri Negeri/Badan 
Permusyawaratan Negeri dan Negeri 
Administratif dilakukan pada penyaluran 
lokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif 
Tahap II selama 5 (lima) Bulan yaitu Bulan 
Mei, Juni, Juli, Agustus dan September yang 
dibayarkan setiap bulan berjalan dan 
dibuktikan dengan daftar hadir KPN dan 
Negeri Administratif. 

c Pembayaran Penghasilan Tetap dan 
Tunjangan Saniri Negeri/Badan 
Permusyawaratan Negeri dan Negeri 
Aclministratif dilakukan pada penyaluran 
Alokasi Dana Negeri clan Negeri Administratif 
Tahap IHI selama 3 (tiga) Bulan yaitu Bulan 
Oktober, November dan Desember yang 
dibayarkan setiap bulan berjalan dan 
dibuktikan dengan daftar hadir KPN dan 
Negeri Administratif. 

6 
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(3)Penggunaan Alokasi Dana Negeri untuk kegiatan 
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b digunakan untuk: 

a. penyelenggaraan pemerintahan, 
b pelaksanaan pembangunan; 
c. pembinaan kemasyarakatan; 
d pemberdayaan masyarakat; dan 
e penanggulangan 

mendesak. 
bencana, darurat dan 

Pasal 15 
(1)Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif yang 

digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan 
Negeri dan Negeri Administratif diarahkan untuk 
menunjang operasional penyelenggaraan 
pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif. 

(2)Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif yang 
digunakan untuk penggunaan kegiatan lainnya 
dalam hal pelaksanaan pembangunan, 
pemberdayaan masyarakat dan pembinaan 
kemasyarakatan diarahkan untuk 
a. Perbaikan atau pembangunan sarana dan 

prasarana pemerintahan Negeri dan Negeri 
Administratif atau fasilitas umum Negeri dam 
Negeri Administratif lainnya yang tidak dapat 
dianggarkan melalui penggunaan Dana Negeri dan 
Negeri Administratif; 

b. Penguatan kelembagaan Negeri dan Neger 
Administratif dan kegiatan Negeri dan Negeri 
Administratif lainnya yang dianggap penting dan 
tidak dapat dianggarkan melalui penggunaan 
Dana Negeri dan Negeri Administratif; dan 

c. Mendanai program-program atau kegiatan- 
kegiatan lainnya berdasarkan kewenangan Kepala 
Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif 
berdasarkan hasil Musyawarah Negeri dan Negeri 
Administratif dan telah ditetapkan delam RD 
Negeri dengan Peraturan Negeri. 

Pasal 16 
(1)Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif 

diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan Negeri clan Negeri Administratif yang 
meliputi : 
a. Penghasilan tetap clan tunjangan Kepala 

Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif serta 
Perangkat Negeri clan Negeri Administratif; 

b. Operasional Pemerintahan Negeri dan 
Admin is tra tif; 

c. Tunjangan dan operasional Saniri Negeri clan 
Baclan Permusyawaratan Negeri; clan 

d. Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga 

"All 

Negeri 
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dan Neger 
pada ayat (l) 

Negcri 

Badan clan 

(2)Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah 
Negeri dan Negeri Administratif serta Perangkat 
Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah penerimaan 
sah yang diterima setiap bulan olch Kepala 
Pememtah Negeri dan Perangkat Negeri yang telah 
diangkat dan dilantik oleh pejabat yang Derwenang 
sesuai ketentuan yang berlaku dengan 
membuktikan kehadirannya pada setiap hari kerja 

(3)Pembayaran Penghasilan tetap bag KPN dan 
Perangkat, dan Pembayaran tunjangan Ketua, 
wakil ketua, dan anggota saniri neger dlakukan 
berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah 
Nomor 05 Tahun 2019 tentang Besaran 
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pemerintah 
Negeri dan Negeri Administratif dan Perangkat 
Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten 
Maluku Tengah dan dianggarkan setiap tahun 
dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negeri dan 
Negeri Administratif. 

(4)Operasional Pemerintahan Neger 
Administratif sebagaimana dimaksud 
huruf b meliputi : 
a. alat tulis kantor (ATKJ; 
b. benda pos; 
c. biaya pemeliharaan; 
d. biava listrik, air dan telepon; 
e. cetak dan penggandaan; 
f. sewa perlengkapan dan peralatan Kantor; 
g. makanan dan minuman rapat; 
h. pakaian dinas clan atribu tnya; 
i. perjalanan dinas; 
j. musyawarah Negeri dan Negeri Administratif; 
k. pendataan Negeri dan Negeri Administratif; 
I. pengelolaan I nformasi Negeri dan 

Administratif; 
m. tunjangan/Insentif RT/RW; 
n. operasional Saniri Negeri 

Permusyawaratan Negeri; 
o. pengembangan sistem administrasi dan informasi 

Negeri clan Negeri Administratif. 
(5)lnsentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( J) huruf cl 
adalah Bantuan Keuangan untuk operasional 
lembaga RT/RW dalam rangka membantu 
pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, 
perencanaan pembangunan, ketentraman clan 
ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat negeri. 

(6)Pembiayaan operasional Saniri Negeri/BPN 
dianggarkan dalam APBNeg dengan memperhatikan 
kebutuhan operasional Saniri Negeri/BPN antara 
lain 

a Jumlah Anggota Saniri Negeri/BPN; 
b. Indecks Kesulitas Geografis; 
c. Luas Wilayah Negeri dan Negeri Administratif. 

44( 
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(7)Pembayaran insentif bagi lembaa embaya 
kemasyarakatan dan insentif lainnya untuk tenag; 
pendidikan PAUD, dan tenaga keschatan van 
melaksanakan tugas pelayanan «di postu/ olindes 
ditetapkan dengan surat keputusan KPN den;t 
memperhatikan kemampuan Keuangan Neperi dam 
Negeri Administratif; 

(8)Pembayaran insentif sebagaimana cdimnaksud pad: 
ayat (8) dapat dibayarkan melalui Pendapatan Asli 
Negeri dan Negeri Administratif yang di anarkan 
dalam APB3Neg sesuai ketentuan yang Derlaku 

BAB VII 
PENGELOLAAN KEUANGAN 

ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF 

Pasal 17 
(I)Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif dikelola 

berdasarkan azaz-azaz Pengelolaan Keuangan Negeri 
dan Negeri Administratif yaitu : 

a. Azaz transparan, akuntabel, partisipatif, serta 
dilakukan dengan tertib clan clisiplin 
anggaran; 

b. Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri 
Aclrninistratif clengan mengacu pacla 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa clan Peraturan Bupati Nomor 35 tentang 
Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan 
Barang clan atau Jasa di Negeri dan Negeri 
Administratif dalam Wilayah Kabupaten Maluku 
Tengah. 

(2)Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan 
dalam masa l (satu) tahun anggaran terhitung mulai 
Tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 
Desember. 

Pasal 18 
(1)Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif dilakukan 

melalui tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan. 
Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. 

(2)Bendahara Negeri dan Negeri Administratif melakukan fungsi 
Penatausahaan atas Pengelolaan Alokasi Dana Negeri dan Negeri 
Administratif. 

(3)Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBNegeri 
dan Negeri Aclministratif wajib didukung dengan 
bukti yang lengkap dan sah. 

(4)Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
mendapat pengesahan oleh Sekretaris Negeri dan 
Negeri Administratif atas kebenaran material yang 
timbul dari penggunaan bukti dimaksud. 

k 



 

-15- 

(5)Pengeluaran Kas Negeri dan Negeri Administratf yang 
mengakibntkan bcban APBNeeri dan Negev 
Admimistrtif ticdak dapt dilakukan sebelun 
Rancnngan Pernaturan Neeri tentanp ANeer 
itetapknn menjndi Poraturan Neper dan Neg@ri 

Admimstratif 
(6)Peneluaran Kas Negeri dan Neeri Administratl 

sebagaimana dimaksud pada ayat (34, tidak 
termasuk untuk Delanja pegawai yang bersifat 
mengikat dan operasional pcrkantoran yang 
ditetapkan dalam Peraturan Negeri dan Negeri 
Adm1stratif. 

Pasal 19 
Bendahara Negeri dan Negeri Administratif sebagai Wajib 
Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, 
wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan 
pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai 
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

BAB VIII 
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT 

ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF 

PasaJ 20 
(1)Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratit 

dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat 
menyampaikan laporan realisasi penyerapan damn 
capaan output Alokas Dana Negeri dan Negeri 
Administratif Tahap I, Tahap ll dan Tahap Ill kepada 
Bupat 

(2)Laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disusun 
sesuai dengan format sebagaimana tercantum 
dalam lampiran II Peraturan Bupati ini dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

(3) Selain laporan realisasi penyerapan dan capaian 
output Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif 
tahap I, II dan Ill sebagaimana dimaksud pada avat 
(1), Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif 
juga wajib menyampaikan Laporan 
Pertanggungiawaban pembayaran penghasilan tetap 
atau tunjangan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri 
Administratif serta Perangkat Negeri dan Negeri 
Administratif, tunjangan Saniri Negeri dan Badan 
Permusyawaratan Negeri. 

()Camat dapat memfasilitasi percepatan penyampaian 
laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
Alokasi Dana Negeri clan Negeri Administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(5)Camat wajib melaporkan Kepala Pemerintah Negeri 
dan Negeri Administratif yang telah berakhir masa 
jabatannya dan telah clilantik pejabat yang baru 
kepada Bupati. 4k 
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Pasal 21 
Dalam hal Kepala Pemerintah Negeri dan Neger 
Administratif tidak atau terlambat mnenyampaikam 
laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, 
Bupati dapat menunda penyaluran lokasi Dana 
Negeri dan Negeri Administratif sampai dengan 
disampaikannya laporan realisasi penyerapan dan 
capaian output Alokasi Dana Negeri dan Neer 
Admmistratif 

BAB IX 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIH 

Pasal 22 
Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi alas 
realisasi pelaksanaan lokasi Dana Negeri dan Neger 
Administratif chi Rekening Kas Negeri (RKN] 

Pasal 23 
()pabula dalam pemantauan atas penggunaan 
lokas Dana Negeri dan Negeri dmmistratil 
ditemukan adanya keterlambatan taut 
penundaan pembayaran penghasilan tetap dam 
atau tunjangan Kepala Pemerintah Neger, 
Perangkat Negeri dan Saniri Negeri dan Bada1 
Permusyawaratan Negeri selama I (satu) triwular 
atau lebih maka Bupati: 
a. Meminta penjelasan kepada Kepala emeritah 

Neger dan Negeri Administratit atas 
keelambatan atau penundaan pembayaram 
tersebut 

b. Memmta aparat pengawasan fungsional Daerah 
Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan 
pemeriksaan; 

c. Apabila dalam pemeriksaan tersebut «ditemukan 
adanva indikasi penyelewengan penggunaan lokasi 
Dana Negeri dan Negeri Administratif maka upati 
dapat menunda penyaluran Alokas Dana Negerm 
dan Negeri Administratif tahap berikutnya 
berdasarkan rekomendasi aparat pengawasan 
fungsional Daerah Kabupaten Maluku Tengah. 

(2)Apabila sampa dengan Akhir Tahun Anggaran, 
Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif belum 
dapat disalurkan oleh Bupati karena keterlambatan 
Kepala Pemerintah Negeri dalam menyampaikan 
dokumen persyaratan umum penyaluran, maka 
sisa lokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif 
tersebut menjadi SiLPA Alokasi Dana Negeri dan 
Negeri Administratif pada RKUD. 

(3)Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Maluku Tengah wajib menganggarkan 
kcrn bali SiLPA Alokasi Dana Negeri clan Negeri 
Administratif yang tidak disalurkan pada tahun 
anggaran sebelumnya. 

(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran 
berikutnya. SiLPA Alokasi Dana Negeri dan Negeri 
Administratif tidak dapat dianggarkan lebih dari 1 
(satu) ta.¼7)crikutnya. 
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(5)Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif 
wajib menganggarkan kembali Sisa Alokasi Dana 
Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan 
APBNegeri dan Negeri Administratif tahun anggaran 
berikutnya sebagai dasar penggunaan Alokasi 
Dana Negeri dan Negeri Administratif tersebut. 

BAB X 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 24 
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan 
Bupati Maluku Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara 
Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri 
administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2021, 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB XI 
KETEN TUAN PENUTUP 

Pasal 25 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangal 
diundangkan. 

memerintahkan 
1111 dengan 

Kabupaten 

Agar setiap orang mengetahuinya, 
pengundangan Peraturan Bupati 
penempatannya dalam Berita Daerah 
Maluku Tengah. 

Diundangkan di Masohi 
pada tanggaJ 3L Desember 
/sE��� PAERAH ( LUU TE 

. '< .,0) ta.A. 
44 

«Aki% %sis 
· XU 

BERITA DA~RAH KABUPATEN 

Ditetapkan di Masohi 
24 Desember 2021 
reo(4A 

MALUKU TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 94£ 
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LAMPIRAN IL PERATURAN BUPATT MALUKU TENGAH 
NOMOR TAHUN 2021 
TANGGAL DESEMBER 2021 
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCAN 

LLOKASI DANA NEGERI DAN NEGER! ADMINISTRATIF KABUPATEN MALUKU TENGAH 
TAHUN ANGGARAN 2022 

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA NEGERI 

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ALOKASI DANA NEGERI 
TAHAP TAHUN ANGGARAN .... 
PEMERINTAII NEGERI ---------- ------------------ 

KECAMATAN - - ........ 
ABUPATEN MALUKU TENGAH 

Pagu Negen Rp 

URALAN % CAPALAN 
TENAGA DURASI UPAH 

KODE REKENING UR ALAN VOLUME CARA ANGGARAN REALISASI SISA 
OUTPUT OUTPUT PENGADAAN OUTPUT 

KERJA KET 

Rp Ro RD Orang Hari Ro 
I - ¢ 6 7 86 7 g 10 JI 12 13 - 

a b e a b c 
4 PENDAPATAN 
4 l PA Negen 
4 2 Transfer 
4 2 I Dana Desa 

-- TAHAP PERTAMA 
-- TAHAP KEDUA 
-- TAHAP KETIGA 

" 2 3 Alokas Dana Desa 
d 3 Pendapatan Lan-Lan 

JUMLAH PENDAPATAN 

5 BELANJA 
l Bidang Penyelenggaran Pemerintahan 
I I Sub Bdang 
I 2 Sub Bdang 
I 3 Sub Bdang 
I 4 Sub Bdang 
I 5 Sub Bh1dang 

M 



 

I 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Dess 
2 1 Sub Bidang 

Dukungan Pendidikan bag Siswa 
2 1 10 Miskin/Berprestasi 
2 1 10 s 2 Belanja Barang dan Jasa 
2 2 Sub Bdang 
2 3 Sub Bidang 
2 4 Sub Bidang 
2 s Sub Bdang 
2 6 Sub Bidang 
2 7 Sab Bidang 
2 8 Sub Bidang 
3 BHidung Pembinaan Kemasyarakatan 3 1 Sub Bidang 
3 2 Sub Bidang 
3 3 Sub Bidang 
3 4 Sub Bidang 

4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
4 1 Sub Bidang 
4 1 01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa 
4 2 Sub Bidang 
4 3 Sub Bidang 
4 4 Sub Bdang 
4 s Sub Bidang 
4 6 Sub Bidang 
4 7 Sub Bidang • 

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan 
5 Darurat dan Mendesak Neseri s 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 
5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat s 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak 

JUMLAH BELANJA 
SURPLUS/[DEFISIT) 

6 PEMBLAYAAN 
6 l Penerimaan Pembiayaan 
6 I 1 SILPA Tahun Sebelumnva 
6 1 2 Pencairan Dana Cadangan 
6 1 3/Hasil Penjualan Kekavaan Desa vang Dipisahkan 
6 2 Pengeluaran Pembiayaan 
6 2 I Pembentukan Dana Cadangan . Modal Awal 

. Pengembangan Usaha 
dst 

6 2 2lPenvertaan Modal Desa 

SELISIH PEMBIA YAAN 

l# 



 

BENDAHARA NEGERI 

) 

PETUNJUK PENGISIAN 

(Negerni), (tanggal), (bulan), (tahun) 
Disetujui oleh, 

Kepala Pemerintah Meger 

.) 

KOLOM URAIAN 
I Kolom I diisi dengan ode Rekening sesuai dengan APB Neer 
2 Kolom 2 diisi dengan Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang mengunakan Dana Des 
3 Kolom 3 diisi dengan uraian output Misal. Pembangunan Jalan 
4 Kolom diisi dengan jumlah volume output yang terdin jumlah dan saruan output Ms.al 500 meter 
5 Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal swakelola 
6 Kolor 6 diisi dengan jumlah anggaran 
7 Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi 
8 Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi 
9 Kolom 9 diisi dengan persentas capaian output dengan dengan perhitungan sebaga benikut 

a. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Fisik dihitung sesua perkembangan penyeiesaan fistk di lapangan dan foto 
b. Kegiatan Non Fisik dihitung dengan cara. 

-. Penyelesaian Kertas Kerja/Kerangka Acuan Kenja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi target/sasaran, dan angsaran 
sebesar 30 %. 

-. Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50 % 
. Kegiatan telah terlaksana sebesar 80 %. 
. Laporan pelaksana kegiatan dan foto sebesar 100 %. 

10 
Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang dusi hanya untuk kegiatan Dana Negen/Negeni Administratf pada bdang Pembangunan Negeri 

II Kolom 13 diisi dengan keterangan misal: berapa output yang telah terlaksana [kuanttasj 

wav me.{4 

ABU A 


